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PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI 
 

NOMOR   50  TAHUN 2020 
 
 

TENTANG 

 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI 

NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA SUKABUMI 

 

 
WALI KOTA SUKABUMI, 

 

 
Menimbang  : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu 

diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan 

dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi; 
 

 

Mengingat…
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat 

II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 8); 

 

5.Peraturan..… 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 210); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); 

 
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu di Bidang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 
 

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 

Nomor 6); 

 
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 

Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9); 
 

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 
Nomor 17); 

 

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 

Nomor 18); 

 
 

13.Peraturan.... 
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13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran 

Bidang Perdagangan dan Perindustriaan 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 

Nomor 19); 
 

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2016 Nomor 9); 

 

Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 40 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 
Nomor 40); 

 

 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi (Berita 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 20); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 

20 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN 
KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA SUKABUMI. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Sukabumi 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi 

(Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 
20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal.... 
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Pasal 3 
 

(1) Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 

terdiri dari: 
 

a. Pelayanan Perizinan: 
 

1. Izin Reklame; 

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

3. Izin Trayek; 
4. Izin Penurunan Trotoar; 

5. Izin Parkir; 

6. Izin Penebangan Pohon. 
 

b. Pelayanan Non Perizinan: 

1. Pembatalan/pencabutan  perizinan 

penanaman modal; 
2. kebijakan penanaman modal dan 

investasi; 

3. Pedoman dan tata cara permohonan 

perizinan dan non perizinan penanaman 
modal. 

 

c. Perizinan yang diproses melalui sistem 
elektronik, yaitu perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau 

IMTA. 
 

(2) Selain jenis pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pelayanan perizinan lainnya diproses melalui 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik Online Single Submission. 
 

(3) Kepala Daerah dapat menarik kembali 

kewenangan pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala 
DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

baik sebagian atau seluruhnya. 

 
Pasal…. 
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Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

 
                                  Ditetapkan di Sukabumi 

                                              pada tanggal 18 Desember 2020 

 
                                              WALI KOTA SUKABUMI, 

 

                                                                  Cap ttd  
 

                                                ACHMAD FAHMI 

 

 
Diundangkan di Sukabumi 

pada tanggal 18 Desember 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUKABUMI, 

 
Cap ttd 

 

DIDA SEMBADA 
 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 50 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

    KEPALA BAGIAN HUKUM 

    SETDA KOTA SUKABUMI, 
 

 

 
LULU YULIASARI 

 NIP. 19710703 199703 2 002   

 



 


